
BUPATI KEPULAUAN ARU 

PROVINSI MALUKU 

PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR 3 TAHUN 20;7 

TENTANG 

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

scbagairnana pertimbangan 

a, bahs pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah 

sat produk hukum daerah merupakan salah satu 

syarat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 

dan hal tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung 

oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang 

mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk 

Peratran Dacrah; 

b. bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah sangat 

ditcntukan olch kualitas Peraturan Daerah dimaksud, 

maka untuk menunjang hal tersebut diperlakan 

Peraturan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 

Daerah; 

c. bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2OIL tentang Perbentukan Peraturan 

Perundang-Undangan beserta peraturan 

pelaksanaannya, maka Tata Cara Pembentukan 

Peraturan Daerah perlu juga untuk diatur delam suatu 

Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan 

Menimbang 

diraksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perhu 

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Daerah; 



• 

• 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Perbentukan Kabupaten Serarn bagian Timur, 

Kabupaten Scram Bagian Barat dan Kabupaten 

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nmor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pererintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Noror 5587), sebagaimhana 

telah diubah dengan Undang-Undang Normor 9 'Tahun 

2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Noor 58, Tarbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pamerintahan Antara Pemerintah, 

Pemcrintahan Dacrah Provinsi dan Pemcrintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 22007 Noor 82, 'Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 4737; 

5. Undang-Undang Noror 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nornor 53, Tarbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

6. Peraturan Pernerintah Penganti Undang-Undang Norfor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589); 

7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

dan 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

Meneta pkan PERATURAN DAERAH TEN'TANG 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa! I 

TATA CARA 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan; 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 

3, Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Kepulatan Aru. 

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Lembaga pada Pemerintah Daerah 

yang bertanggung jawab kepada Kepala Dacrah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Keluraban dan Polisi 

among Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7, Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan 

panyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan 

penetapen, 

8, Peraturan Daerah adalah segala bcntuk Peraturan Perundang-Undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h dengan persetujuan 

bersama Kepala Darrah. 

9. Program Perbentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Popemperda adalah instrumen perencanaan pcmbontukan produk 

hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 



• 

10, Naskah Akademik adalan naskah yang dapat dipertanggungiewabkan 

sec~ra ilriah mangerai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan 

penyusnan, sasaran yang ingin diwujudkan dan ingkup, jangkauan, 

objck atau ~rah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk di 

dalam.nya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan. 

11.Badan Perbentukan Peraturan Daerah adalah alat kelcngkapan DPRD 

yang bersifat tetap, dibentuk dal~in rapat pariprs DPRD. 

12. Interprocstsi ~dalah Perafsiran; memberikan penjclasan penigertiari dan 

uraian tentang undang-undang, peraturan-peraturan dan masalab­ 

masalah lainnya, schingga dapat dipahami apa yang diraksud. 

13. Sinkronisasi adalah usaha penyesuaian hasil penyusunan prolegda yang 

dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sehingga 

terdapat keserasian. 

14. Nota Kesepahaman atan Memorandum of Understanding (MoU] adalah nota 

yang berisi kesepaharan bersama antare dua belah pihak atau lebih 

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah 

disepakati bersama. 

15. Pengundangan dan penyebarluasan adalah penempatan Peraturan Daerah 

dalam Lembaran Daerah, Tarbahan Lembaran Daerah atau Bernita 

Daerah. 

16.Lerbaran Daerah adalah penierbitan resmi Pererintah Darah yang 

digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah. 

BAB II 

MATERI MUATAN 

Pasal 2 

(I) Materi muatan Peraturan Dacrah adalah scluaruh materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonoti dan tugas pembantuan dan/atau 

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih 

tinggi. 

[2) Matcri muatan scbagaimana dimaksud pade ayat [l) mliputi ; 

a. memberikan beban kepada Masyamakat; 

b. mengurangi kebebasan Masyarakat; 

c. membatasi hak-hak Masyarakat; dan/atau 



d. telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat 

damn/atau tingkatannya lebih tinggi yang memerintahkan untuk diatur 

oleh Peraturan Daerah. 

BAB III 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasa! 3 

Peraturan Daerah ini bertujuan : 

a, memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daera.h; 

b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan 

Peraturan Daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang baik; dan 

c, menyelerggarakan parbentukan Peraturan Daera.h yang transparan 

kuntabel dan partisipatif, 

Ruang linglup tata cara pembentukan Peraturan Daera.h meliputi; 

a., Properperda; 

b. persiapan; 

c. teknik perancangan; 

d. partisipasi Masyarakat; 

e. pembahasan; 

f. penetapan dan pengundangan; 

g. penyebarhasan /sosialisasi; dan 

h. pembiayaan. 

BAB IV 

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

Pasal 5 

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas-asas sebagai 

berikut: 

a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap perbenttukan, Peraturan Daerah 

harus mempunyai tujuan yang jclas yang hendak dicapai; 



• 

• 

b. kelembagaan dan/atau organ pambentuk yang tepat adalah bahwa setiap 

Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/Pejabat yang berwenang, 

sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi 

hukum, apabila dibuat oleh lerbaga/Pejabat yang tidal berwenang; 

c. kesesuaian antara jehis dan materi muatan adalah bahwa dalam 

pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar remperhatikan 

materi muatan yang tepat dengan Peraturan Daerahnya; 

d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daera.h 

harus merperhitungken efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam 

Masyarakat, baik secara flosofis, yuridis maupun sosiologis; 

e. kedayagunaan dan kchasilgunaan adalah behwa setiap Peraturan Daerah 

dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

engtur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

f. kejclasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Daerah, sistematika 

dan pilihan kate dan/atau terminologi scrta bahasa hukumnya jclas dan 

mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interprestasi dalam pelaksanaannya; dan 

g. keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah 

rulai dan perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 

transparan den terbuka, sehingga scluruh lapisan masyarakat mcmpunyei 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 

proses pembuatan Peraturan Daerah. 

Pasal 6 

Materi Muatan Peraturan Daerah mnengandung asas : 

a. pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 

berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 

ketentraman Masyarakat; 

b. kemamusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak-Hak Asasi Manusi 

serta harkat dan martabat setiap Warga Negara dan Penduduk Indonesia 

secara proporsional; 

c. kebangsean adalah bahwa setiap matcri muatan Peraturan Daerah harus 

menerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik 

(kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 



• 

• 

d. kekeluargan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 

mencrminkan musyawarah untuk mencapai rufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan; 

e. kentsantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah 

merupakan bagian dan sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila; 

bhineka tuntggal ika adalah bahwa materi ruatan Peraturan Daerah harts 

rhemperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 

khusus Darrah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah­ 

asala.h sensitif dalarn kehidupan bermhasyarakat, berbargsa dan 

bernegara; 

g. keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 

mencerminkan keadilan sectara proporsional bagi sctiap Warga Negara 

tan pa kecuali; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Daera.h, tidak boleh berisi ha-hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar bclakang antara lain agama, 

suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial; dan 

i. ketertiban dan kcpastian hukum adelah bahwa sctiap materi muatan 

Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan adanya kepastian hukum dan/atau keseimbangan, 

keserasian dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan 

keselarasan antara kcpentingan individu dan masyarakat dengan 

kepentitgan Bangse dan Negara. 

BAB V 

PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Propemperda 

Pasal 7 

r. 

(1) Penyusunan Propemperda lingkungan DPRD 

dikoordinasikan oleh Bapemperde. 

(2) Penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah 

dioordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 



' 

Pasal 8 

I) Bapemperda dalarm mengkoordinasikan penyusunan rancangan 

Propemperda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan 

dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau 

kelompok Masyarakat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusnan PropempercdA 

lingkungan DPRD sebagaimana dirakstud dalarm Pasal 7 ayat (1) diatur 

dalam Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan Peraturan Perundang­ 

Undangan yang berlakcu 

(l) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam 

mengkoordinasikan penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan 

Pemerintah Daerah dapat meminta atau remperoleh bahan dan/atat 

masukan dari SKPD, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok Masyarakat 

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di 

lingkungan Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 10 

(l) Hasil penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dan hasil 

penyusunan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dibahas bersama 

antara DRD dengan Pemerintah Daerah dalar rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi. 

(2) Hasil pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), selanjutnya 

disusun menjadi Propermperda yang merupakan kesepakatan bersama 

antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk Nota 

Kesepahaman [Memorandum of Understanding) dan selanjutnya 

ditetapkan dalam Pcraturan Bupati. 



Bagian Kedua 

Per siapan 

Pasal 11 

(I, Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasa dari inisiatif DPRD 

maupun dari Bupati disusun berdasarkan Propemperda 

(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan 

rancangan Peraturan Daerah di la~r scbagaimana dimaksud pada ayat (l. 

Pasal 12 

(1] Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati disiapkan oleh 

Pimpinan SKPD dan/atau Pcjabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai 

dengan lingkup tuagas dan tanggungiawabnya. 

(2] Pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi rancangan 

Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, dikoordinasikan oleh Bagian 

Hukum dan Organisasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancanigan Peraturan 

Deerah sebagaimaha dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

Pasal 13 

(1) Rancangan Peraturan Dacrah yang bcrasal dari DPRD dapat disiapkan 

oleh anggota, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD yang 

khusus menangani bidang pembentukan perda. 

[) Ketentuan lebih lanjut mcngenai tata cara penyiapan rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib 

DPRD 

Pasal 14 

(I} Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Per~turan Dar~h terlebih 

dahulu renyusun Naskah Akademi mcngcnai matcri yang akan diatur 

dalam Rancangan Peraturan Daera.h yang bersangkutan. 



(2} Naskah Akaderik sebagaiana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. latar belakang 

b. maksud dan tujuan; 

c. kajian yuridis, filosofis, sosiologis; 

d. pokok-pokok materi muatan; dan 

e, arah dan jangkauan pengaturan. 

(3] Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [l) 

Rancangan Peraturan Daerah yang materinya berisi tentang APBD, 

perubahan APBD, pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, pencabutan 

Perda dan perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa 

materi disertai penjclasan atau keterangan yang mcmuat pokok pikiran 

dan materi yang diatur. 

Bagian Ketig 

Pembahasan 

Pasal 15 

(I) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD disampatkan 

dengen surat pengantar pirpinan DPRD kepada Dupati. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh Bupati disampaikan 

dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD. 

Pasal 16 

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD 

bersara Bupati. 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l] dilakukan melai 

(dua) tingkatan pembicaraan yaitu pembiceraan tingkat I dan peibicaraan 

tingkat II 

(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diraksud pada ayat [2) 

dilakukan dalam rapat Komisi/Panitia /Badan/Alat Kclcngkapa DPRD 

yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan rapat Pimpinan. 

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pembahasan rancangan 

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l] dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan DPRD. 



• 

Pasal 17 

(I) Rancangan Peraturan Darrah dapat ditarik kembali sewaktu-waktu 

sebelum dilakukan pembahasan. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik 

kernbal berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. 

(3) Ketentuan Iebih lanjut mcngenai tata cara penarikan kembali rancangan 

Peraturan Deerah diatur dalam Peraturan DPRD. 

Pasal 18 

[l) Permbahasan menitikberatkan pada substansi dan/atau materi rancangan 

Peraturan Daerah 

[2) Substansi atau materi sebagaimhana diraksud pada ayat (l} meliputi ; 

a. latar belakang, tujuan dan ruang lingkup pengaturan; 

b. rumusan, implikasi, bahass, poncgakan dan kctcrkaitan antar nioria; 

dan 

• hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan 

Daerah yang bersangkutan. 

(3) Perbahasan sebagaimhana dimaksud pada ayat (l) dan ayat [2) dilakukan 

dalam rapat badan pembentuken perda dan/atau rapat panitia khusus 

yang dibentuk untuk itu 

Pasal 19 

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan ranuangan 

Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah 

ran.cangan Peraturan Daerah yang disarpaikan oleh DPRD sedangkan 

rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai 

bahan untk dipersandingknn, 

Bagian Keempat 

Penetapan 

Pasal 20 

(l) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersema oleh DPRD dan 

Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kcpada Bupati dalam jangka 

wa.ktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 

persetujuan bcrsama. 



• 

• 

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama ditetapkan 

olch Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalarn jangka waktu 

paling lambat 30 [tiga puluh hari) scjak rancangan Peraturan Daerah 

disctujui. 

Pasal 21 

(I) Dalam hal ramcangan Peraturan Daerah sebagairana dimaksud dalam 

Pass] 20 ayat (2) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling 

lAribat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Daerah 

terse but ditetapkan, maka rancangan Peraturan Daerah tersehut sah 

enjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 

(2) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat [1) maka kalimat pengesahannya berbunyi: 

·peraturan Daerah ini dinyatakan sah". 

(3) Kalimat pergesahan sebagairman.a dimaksud pada ayat {2) pada halaman 

terakhir Paraturan Darrah sebeium pengundangan naskah Peraturan 

Daerah ke dalar Lembaran Daerah. 

BAB V 

PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASL 

Pasal 22 

(I] Penomoran produk hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum 

(2} Fenororan produk hukum Daerah bersifat pengaturan menggunakan 

Noor Bulat. 

(3) Penomoran Produk Hukum yang bersifat penetapan menggunakan Nomor 

Klasifikasi. 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, diundangkan 

dalam Lembaran Daerah. 



• 

. . 

BAB VII 

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Perubahan 

Pasal 24 

Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan: 

a. meryisipkan dan/atau menambah mhateri kc dalam Pcraturan Daerah; 

atau 

b. menghapus den/atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah. 

Pasal 25 

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap : 

a. seluruh dan/atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau 

ayat; dan 

b. kata, istilah, kalimat, angka dan/atau tanda baca. 

Pas&l 26 

Jika Peraturan Daerah yang diubah mernpunyai nara singkatan, Peraturan 

Daerah Perubahan apat menggun~kan nama sin.gkatan eraturan Daerah 

yang diubah. 

Pasal 27 

Batang Tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas : 

a. pasal I meruat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan 

menyebutkan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca 

kurung serta memuat materi dan/atau nor ma yang diubah; 

b. jika Peraturan Daarah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal l memuat, 

selain mengikuti ketentuan pada butir a, juga Tahun dan nomor dari 

Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lerbaran Daerah yang 

diletakan di antara tanda baca kurung dean dirinci dengan htruf-hurut 

(abjad] kecil {a, b, c dan seterusya}; dan 

c. pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku dan dalam hal 

tertentu, juga dapat meruat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah 

Perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari 

Peraturan Daerah yang diubah. 



• 

• 

Pasal 28 

Jika dalam Peraturan Daerah perubahan ditambahkan dan/atau disisipkan 

bab, bagian, paragraf atau pasal baru, maka bab, bagiant, paragraf atau pasal 

baru tersebut dicantumkan pada tempat yang scsuai dengan materi yang 

bersangkutan. 

Pasal 29 

Jika dalam I {satu) pasal yang tcrdiri dari beberpa ayat disisiplan yat baru, 

penulisan ayat baru terscbut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka 

ayat yang disisipkan dan ditambah huruf kecil a, b, c dan seterusnya yang 

diletakkan di antara tanda baca kurung. 

Pasal 30 

Jika dalam Peraturan Daerah dilalcukan penghapusan atas suatu bab, bagian, 

paragraf, pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat 

terscbut tetap dicantumknn dengan diberi keterangan dihapus. 

Pasal 31 

Perubahan Peraturan Dacrah yang mengakibatkan sistematika Peraturan 

Daerah berubah, materi Peraturan Dacrah berubah lcbih dari 50% (Lima 

puluh persen) atau esensinya berubah, maka Peraturan Daerah yang diubah 

dapat dicabut dean disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru. 

Pasal 32 

(1) Peraturan Daerah yang telah sering mcngalami perubahani schingga 

mnenyulitkan pengguna Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah 

tersebut dapat disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan­ 

perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada : 

a. urutan bab, bagian paragraf, pasal, ayat, angka atau butir; 

b. penyebutan-penyebutan; dan 

c. cjaan. 



(2) Penyusunan kerbali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Bupati dengan mengeluarkan suatu penetapan. 

(3] Penctapan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

lampiran yang mierupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini, 

Bagian Kedua 

Pencabutar 

Pasal 33 

Jika Peraturan Daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan 

Daerah yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut 

Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu. 

Pa.sad 34 

Peraturan Daerah hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang 

setingkat dan/atau produk hukum yang lebih tinggi. 

Jika Peraturran Daera.h yang baru mengatur kembali satu materi yang sudah 

diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan 

dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutp dari Peraturan Daerah yang 

baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 36 

Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan 

tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis 

dengan angka Romawi, yaitu sebagai berikut : 

a. pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturat 

Daerah atau yang sudah diundangkan tetapi belu mulai berlaku; dan 

b. pasa! II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan 

Daerah poncabutan yang bersangkutan. 



• 

'· 

• 

Pasal 37 

Pencabutan Peraturan Daerah yang menimbulkan perubahan dalam 

Peraturan Darah lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Dae rah lain 

yang terkait terebut, kecuali ditentukan lain secara tegas. 

Pasal 38 

Peraturan Daera.h dan/atau ktentuan yang telah dicabut, dengan sendirinya 

tidak berlaku lagi. 

'" 

BAB VIII 

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN 
' ' 

Bagian Kesatu 

engundangan 

Pase] 39 

(I) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangken 

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. 

(2] Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pemberitahuan formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai daya 

ikat terhadap masyarakat. 

Pasal 40 

Pengundangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Dacrah. 

Pasal 41 

Peraturan Daerah tnulei berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada 

tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah 

yang bersangkutan. 

Pasal 42 

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah 

dengan Penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Darrah. 



• 

Pasal 43 

(1] Pereturan Daerah yang mempunyai panjelasan diberi nomor Tambahan 

Lerbaran Daerah. 

(2) Noor Turbahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1J 

merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah. 

Bagian Kedua 

Penyebarlasan 

Pasal 44 

(1 Pemerintah Daerah wajib manyebarhaskan Peraturan Daerah yang telah 

diundangkan dalam Lembaran Daerah dan pereturan di bawahnya yang 

telah dituangkan dalam Berita Daerah. 

(2) Penyebariuasan Lem baran Daemah dapat dilakukan dengan carat 

a. diumumkan di media cetak dun/atau elektronik; 

b. diumumkan di kantor-kantor baik di lingkungan Pemerintah Daerah 

maupun instansi lainnya; dan/ atau 

c. diumumkan di tempat lain. 

(3) Penycbarluasan rancangan Pcraturan Dacrah yang bcrasal dari DPRD 

dilaksanakan oleh Sekretari DPRD 

(4] Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari upati 

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

BAB 1X 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pusal 45 

I) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 

dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan Peraturan 

Daerah. 

(2) elaksanaan partisipaai masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (lj 

dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, 

seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk merbangun 

komunikasi dengan Masyarakat. 

(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 

bagi masyarakat dan permangku kepentingan yang terkena dampak 

langsung dari pengaturan Peraturan Daerah yang bersangkuten. 



• 

• 

BABX 

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 

Pasal 46 

(1] Penyusunan rancangan Pcraturan Dacrah dilakukan sesuai dengan teknik 

penyusunan Peraturan Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat [l) terantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Darrah ini. 

(3) Ketcntuan lcbih lanjut mengenai pcrubahan tcrhadap tcknik ponyusunan 

eraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

BAB XI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 47 

Pembiayaan berkaitan dengan penyusuaan Peraturan Daerah dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BA XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 48 

Pengundangan Peraturan Daerah dalamn Lembaran Daerah dilaksanakan 

paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung scjak diundangkannya Peraturan 

Daerah ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



I 

' 

' 
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PENJEI.ASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TEN'TANG 

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

I. UMUM 

Peraturan Daerah merupakaun salah satu jenis Peraturan Perundang­ 

Undangan dan merupakan bagian dari sister hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah merpunyai 

keduduken yang sangat stratcgis karena diberikan landasan konstitusional 

yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahumn 1945. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undiang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukcan Peraturan Perundang-Undangan yang 

diraksud dengan Pcraturan Dacrah adalah Peraturan Perundang­ 

Undnngan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah. Sclain dari pada itu, Pasa 65 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 20144 tentang Pemerintahan Daerah 

mcncrangkan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang­ 

Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dengan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Peraturan Daerah [Perda) scbagai salah satu bentuk Peratuaran 

Perundang-Undangan yang baik merupakan salah satu dasar bagi 

pembangunan hukum nasional. Perda yang baik dapat terwujud apabile 

didukung oich metode dan standar yang tcpat sehingga senantiasa 

memenuhi tekris pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

ebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, materi mtatan Peraturan Dacrah adalah seluruth rateri ruatan 

dalam rangka ponyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan dan 

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari 

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. 



• 

Merurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang 

emerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dal~rn rangka 

penyclenggarean otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tgas 

pembantuan serta merupakan penjabaran Icbih lanjut dari Peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

rnasing-masing Daerah. 

Tahapan perhbentukan eraturan Daerah dirulai dengan Program 

Perbentukan Perda (Propemperda) yang bertujuan mendesain Peraturan 

Daerah secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu 

Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang ada dalarm Propemperda 

sctiap Tahun mencerminken skala prioritas yang disusun DPRD dan 

Pemerintah Daerah sampai dengan tahap terakhir, yakni tahapan 

pengundangan dan penyebarluasan, Satu Peraturan Daerah diharapkan 

menjadi Peraturan Daerah yang mampu memenuhi unsur-nsur Peraturan 

Daerah yang baik, yaitu unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini memiliki peran chek and 

balances dengan lebih aketif dari sectiap kebijakan yang ditempuh 

Pemerintah Daerah melalui fungsi DPRD, khususnya fungsi legislasi 

(legislation function). Di dalam menyusun dan merumuskan Prolegda 

legislasi den Draft Rancangan Peraturan Daerah yang baik, para perancang 

perlu memahari benar beberapa faktor, seperti kewenangan, landasan, 

syarat dan prinsip serta fungsi dan materi muatan Peraturan Daerah yang 

akan dirancang. Faktor-faktor ini pada dasarnya merupakan patokan untuk 

membuat program pembentukan perda secara tepat dan benar. 

Bahwa dcngan demikian, kebutuhan prinsipil yang tak terhindarkan 

oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru untuk menjadi dasar bugi penyusunan Ranperda di lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini belm mcmiliki 

satu acuan khusus, transparan terarah dan mengakomodasi semua proses 

penyusunan Peraturan Daerah yang baik, sehingga dibutuhkan s@tu 

Peraturan Daerah yang aomodatif terhadap semua kepentingan 

penyusunan Peraturan Daerah di Kepulauan Aru. Bahwa atas desar 

kebutuhan primer itulah, Naskah Akademik ini dibuat kemudian dijadikan 

dasar teoritis sebagai pedoman untuk menyusun scbuah Draft Peraturan 

Dacrah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah di Kepulauan 

Aru. 



II. PASAL DEMI PASAL 

asal l 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasat 3 

Cukup Tela.s 

Pasal 

Cukup Jelas 

Pasal S 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jclas 

Pasa1 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 

Pasal 12 

Cukup Jelas 

Pasal 13 

Cukup elas 

Pasal Id 

Cukup Jelas 

Pasal 15 

Cukup Jelas 

Pasa! 16 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Cukup Jelas 



Pasal 18 

Cukup Jelas 

Pasal 19 

Culp Jelas 

Pasul 20 

• 
Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup delas 

Pasal 24 

Cukup Jelas 

Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasa! 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup Jelas 

Pasa! 28 

Cukup Jelas 

Pasal 29 

Cukup Jelas 

Pasal 30 

CukupJclas 

Pasal 31 

Cukup Jelas 

Pase] 32 

Cukup Jelas 

Pasal 33 

Cukup Jelas 

Pasal 34 

Cukup Jelas 

Pasal 35 

Cukup Jelas 
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Pasal 36 

Cukup Jelas 

Pasal 37 

Cukup Jelas 

Pasal 38 

Cukup elas 

Pasal 39 

Cutup Jelas 

Pasal 40 

Cukup Jelas 

Pasal 41 

Cukup Jclas 

Pasal 42 

Cukup Jelas 

Pasa1 43 

Cukp delas 

Pasal 44 

Cukup Jclas 

Pasal 45 

Cukup Jelas 

Pasal 46 

Cukup Jelas 

Pasa1 47 

Cukup Jelas 

Pasal 48 

Cukup Jelas 

Pasa} 49 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 2 
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LAMPTRAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBENT'UKAN 

PERAT'URAN DAERAH 

I. Sistematika Teknik Pembertukan Peraturan Dacrah sebagai berikut: 

A. JUDUL 

B. PEMBENTUKAN 

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

2. Jabatan Perbentuk Peraturan Daerah 

3. Konsiderans 

4. Dasar Hukum 

5. Diktum 

C. BATANG TUBUH 

1. Ketentuan Umum 

2. Materi Pokok yang diatur 

3. Ketentaan Pidana (ika dipelukan) 

4. Ketentuan Peralihan (ika diperlukan) 

5. Ketentuan Penutup 

D. PENUTUP 

E. PENJELASAN (jika diperukan) 

F. LAMPIRAN (jiks diperlukan) 

II. Uraian Sistematika dan Kerargka Penyusunan Peraturan Daerah sebagai 

berikut: 

A. JUDUL 

1. Judul Peraturan Daerah meruat keterangan mengenai jenis, noror, 

ta hun pengudangan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah. 

2. Nara Peraturan Dacrah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi 

Peraturan Daerah. 

3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di 

tcngah marjin tanpa diakhiri tanda baca. 

Contoh; 

PERATUAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR . . .  TAHUN ...•. 

TEN'TANG 

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 



4, Pada judu Peraturan Daerah Perubahan ditambahkan frase 

"perubahan atas" di depan n~ma Peraturan Daerah yang diubah. 

Contoh: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR ..., TAHUN ..••..... 

TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGOARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANOOARAN •.••. 

5. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari I (satu) kali, di antara 

kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang 

merunjukkan bcrapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa 

merinci perubahan 

Contoh; 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR ..... TAHUN .•.•..... 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR ..».. TAHUN . . • • . .  TENTANG .......• 

B. PEMBUKAAN 

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas: 

1.Frase Dengan Rahmat Than Yang Maha Esa"; 

2. Jab~tan Pembentuk Peraturan Daerah; 

3. Konsiderans; 

4. Dasar Hukum; dan 

5. Dikturn. 

B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhen Yang Maha Esa Pada pembukaan 

tiap jeris Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk 

Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN 

YANG MAHA ESA yang ditulis scluruhnya dcngan huruf kapital 

yang diletakkan di tengah marjin. 

B.2, Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan 

huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri 

dengan tanda baca koma, 

B.3. Konsiderans 

I.Konsiderans diawali dengan kata Menirbang. 

2. Konsiderans meruat uraian singkat mengenai pokok-pokok 

pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan 

Peraturan Daerah. 



3. Pokok-pkok pikiran pada konsiderans Peraturan Darrah 

memuat unstr filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi 

latar belakang pembuatannya. 

4. Pokok-pokok pikirun yang hanya mcnyatakan bahwa Peraturan 

Daerah dianggap prlu untuk dibuat adalah kurang tepat 

karena tidak rencerminkan latar belakang den alasan 

dibuatnya Peraturan Daerah tersebut. 

5. Mika konsid~rans meruat lebih dari satu pokok pikiran, tip­ 

ti@p pokol pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalitiat yang 

merupakon kesatuan pengertian. 

6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali huruf abjad dan dirumusk~n 

dengan satu kalirat yang diawali dengan kata bahwa dan 

diakchiri dengan tanda titik koma. 

Contoh : 

Menimbang: a. bahwa ..; 

b. bahwa ..$ 

c. bahwa ...$ 

7. Jika konsiderans meruat lebih dari satu pertimbangan, 

rurusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut: 

Contoh ; 

Menimbang a ba.hwas; 

b. bahwa ..; 

c. bahwa..; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang..........; 

B.4. Dasar Hukurt. 

1. Dasar hukurn diewali dengan kata Mengingat. 

• Dasar hukum mcmuat dasar kewenangan pembuatan 

Peraturan Dacrah dan Peraturan Perundang-undangan yang 

memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut. 

3. Peraturan Perundang.-undangan yang digunakan sebagai dasar 

hukum hanya Peraturan Perundang-Undangan yang 

tingkatannya sama dan/ atau lebih tinggi. 

4. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah 

yang akan dibentuk tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. 



5. Jika jurlah Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan 

dasar hukum lebih dari satu, urutadn pencantuman perlt 

memperhatikan tata urutan Peraturan Perurdang-Undangan 

dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis 

bertdasarkan saat pengundangan dan/atau penetapannya. 

6. Dasar hukum yang berasal dari Per~turan Perundang­ 

Undangan jaman Hindia Belanda dan/atau yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kolonia} Hindia Belanda sampai dengan 

tanggal 27 Deserber 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya 

dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa 

Belanda dan diengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad 

yang dicetak miring di antara tanda baca kurung. 

Contoh; 

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(Wetbook van Koophandel, Staasblad 1847: 23); 

2........... (dst); 

7,Jika dasar hukum memuat lebih dan satu peraturan 

Perun.dang-Undangan, tiap dasar : hukum diawali angka Arab 

1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dergan tanda baca titik 

kora. 

B.5. Diltuma. 

1. Diktum terdiri atas : 

a. Kata Merutuskan 

b. Kata Menetapken" 

c. Nara Peraturan Daerah" 

2. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan buruf kapital 

tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda 

baca titik dua serta diletakan di tengah marjin, 

3. Sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan 

Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATT KEPULAUAN ARU 

yang ditulis sepenuhnya dengan huruf kapital dan diletakan di 

tengah rarjin. 

Contoh : 

Dergan Persctujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

dan 

BUPATI KEPULAUAN ARU 



4. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah katu Memhutusk~an 

yang discjajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan 

Mengingat. Huruf awal kata Menetaplan ditulis dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 

Contoh; 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. 

C. BATANG TUBUH 

I. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat serua substansi Peraturan 

Daerah dalam pasal-pasal. 

2. Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dala 

a. Ketentuan Umum 

b. Mateni Pokok yang diatur 

c. Ketentan Pidana (ika diperlukan) 

d. Ketentuan Peralihan (ika diperlukan) 

e. Ketentuan Penutup 

3. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya 

bab ketentuan lain dan/atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, 

diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada dan/atau dapat 

pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesua dengan 

tateri yang diatur, 

4, Substansi yang berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi 

eperdataan atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi 

satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi 

administrasi dan/atau sanksi keperdataan. 

5. Jika norma yang memberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi 

keperdataan diatur dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut 

Dengan demikian dihindari rumusan ketentuan sanksi administrasi 

dalam satu bab. 

6. Sanksi administrasi dapat berupa antara lain, pencabutan izin, 

pcmbubaran, pcngawasan, pemberhentian scmentara, denda 

administrasi dan/atau daya paksa polisional. Sanksi keperdatann 

dapat berupa, antara lain, ganti kerugian. 

7, Pengelorpokkan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara 

sistematis dalam buku, bab, bagian dan paragraf. 
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8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang ingupnya 

sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat 

dikelompokkan mcnjadi: buku (ika mcrupakan kodifikasi), bab, 

bagian dan/atau paragraf. 

9. Pergelompokan materi dalam buku, bab, bagian dan paragraf 

dilakukan atas dasar kesestaian materi. 

10. Urutan pengelompokan scbagai berikut: 

a. bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf; 

b. bab dengan bagian dan pasal pasal tanpa paragraf; atau 

c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. 

11.Bab diberi nomor urut angka Romawi dan judul bab yang seluaruhnya 

ditulis 

Contoh; 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis 

dengan huruf dan diberi huruf. 

13. Huruf awal dari knta paragraf dan setinp kata pada judul bagian 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali hurruf awal kata partikel yang 

tidak terletak pada awal frase 

Contoh; 

Bagian Ketiga 

Penctapan Peraturan Dacrah 

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. 

I5. Huruf awal dan kata paragraf dan setiap kata pada judul ditulis 

dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak 

terletak awal frase. 

Contoh; 

Paragraf I 

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Daerah yang 

memulai satu norma dan diruruskan dalam satu kalimat yang 

disusun secars singkat, jelas dan lugas. 

17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalamh banyak pasal 

yang singkat dan jelas daripada ke dalarm beberape pasal yang 

masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang 

menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa 

dipisahken. 

18. Pasal diberi nomor urut angka Arab 
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19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai satuan ditulis dengan 

huruf kapital. 

Contoh: 

Pasal 10 

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah 

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

20. Pasal dapat dirinci ke dalam bcberapa ayat. 

2LAyat diberi nomor urut dengan angka Arab di entara tanda baca 

kurung tanpa diberi tanda baca titik. 

22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu normna yang dirumuskan 

dalam satu kalimat utuh. 

23, Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan 

huruf keell. 

Contob 

I) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakucan dengan teknik 

peryusuman Peraturan Daerah. 

2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah 

sabagaimana diaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

24. Jika satu pasal dan/atau ayat memuat rincian unsur, dapat pula 

dipcrtim bangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi. 

Contoh 

Pasal 14 

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga Negara Indonesia yang telah 

berusia 17 (rujuh belas) Tahun dan/atau telah kawin dan telah 

terdaftar pada Pemilih, 

25. Dalam membuat rumsan pasal dan/atau ayat dengan bentuk 

tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai beriktut: 

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan 

dengan frase pembuka; 

b. sctiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda 

baca titik; 

c. setiap frease dalam rincian diawali dengan huruf kccil; 

d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma; 

e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka 

unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam ; 
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f. di belakang rincian yang masih memptunyai rincian lebih ianjut 

diberi tanda baca titik dua; 

g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil] ditulis dengan 

abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti 

dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung 

tutup; angka Arab dangan tanda baca kurung tutup; dan 

h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jik 

rincian melebihi empat tingkat, perhu dipertimbangkan pemecahan 

pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain, 

C.I. Ketentuan Umurn 

L. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jikn da lam 

Peraturan Daerah tidak dilakukan pengalompokkan bab, 

ketentuan umum diletakkan dalam paseal-pasal awal. 

2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. 

3. Ketentuan umum berisi: 

a. batasan pengertian dan definisi; 

b. singkatan dan/atau akronim yang digunakan dalam 

peraturan; dan 

c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal - pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud dan tujuan. 

4. Frase pembuka dalam ketentuan urum Peraturan Dacrah 

berbunyi "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 

dengan". 

5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian dan/ atau 

definisi, singkatan dan/atau akronim labih dari satu, maka 

masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka 

Arab dan diaweli dengan huruf kapital serta diakhiri dengan 

tanda baca titik. 

6. Kata dan/atau istilah yang diruat dalam ketentuan mum 

hanyalah kata dan/atau istiiah yang digunakan barulang­ 

ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya. 

7.Jika suatu Kata dan/atau istilah hanya digunakan satu kali, 

namun kata dan/atau istilah itu diperlukan pcngecrtiannya 

untuk satu bab, bagian dan/atau paragraf tertentu, 

dianjurkan agar kata dan/atau istilah itu diberi definisi. 
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8. Jika suatu batasan pengertian dan/atau definisi perlu dikutip 

kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan 

pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian dan/atau 

definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan 

rumusen batasan pcngertian atatu defirisi yang terdapat di 

dalam peraturan Iebih tinggi yang dilaksanakan terse but. 

9. Uraian penempatan kata dan/atau istilah dalarn ketentuan 

umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:. 

a. pengertian yang mengatur tentang lingktup umum 

ditempatkan lebih dahuiu dari yang berlingkup khtsus; 

b. pengertian yang terdapat terlebih dahulu di dalar materi 

pokok yang diatur diterpatkan dalam urutan yang lebih 

dahulu; dan 

c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pcngertian di 

atasnya diletakkan berdckatan scara berurutan. 

C.2. Materi Pokok yang diatur. 

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab 

ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab, 

materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal 

ketentuan umun. 

2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil 

dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar perbagian. 

Contoh; 

a. Pembagian berdasarkan hak dan/atau kepentingan yang 

dilindungi, seperti perbagian dalam KUHP : 

l. Kcjahatan terhadap keamanan ncgara; 

2. Kejahatan terhadap Presiden; 

3. Kejahatan terhadap negara sahebat dan wakilnya; 

4. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; dan 

5. Kejahatan terhadap ketertiban rum dan seterusnya. 

b. Perbagian berdasarkan urutan kronologis, cperti 

pembagan dalam huakurn acara pidana, dimulai dalam 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat 

kasasi dan peninjauan kerbali. 

c. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, scperti 

Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. 



C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan). 

.Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan 

penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang 

berisi norma larangan dan/atau perintah. 

2. Dalam rerumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan 

asas-asas umun ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku 

Kcsatu KUHP, karena ketentuan dalam Buku Kcsatu berlaku 

juga bagi perbuatan yang dapat dipidana memurut Peraturan 

Perundang-Undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang 

ditemtukan lain. 

3. Dalam mcnentuken laranya pidana dan/atau banyaknya 

denda perlua dipertimbangan mengenai dampak yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur 

kesalahan pelaku. 

4. Ketentuan pidana diterpatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab 

ketcntuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang 

diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab 

ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelur bab 

ketentuan penutup. 

5. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara jelas 

norma larangan atau perintah yang dilanggar dan 

menycbutkan pasal-pasal yang memuat norma terscbut. 

6. Jika kctcntuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang. 

Contoh 

Pasal 81 

Setiap orang yang dengan scngaja dan tanpa ha.k 

menggunakan merek yang sama pada keselruhannya dengan 

merek terdaftar milik orang lain dan/atau badan hukum lain 

untuk barang den/atau jasa scjenis yang diproduksi dan/ atau 

diperdagangkan, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun 

dan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu 

rupiah). 

7. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, 

subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, 

Pegawai Negeri, saksi. 



Contoh: 

Pasa! 95 

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam 

pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang 

pengadilan, dipidana dengan pidana ponjara paling lama 10 

(sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). Sehubungan adanya pembcdaan 

antara tindakan kejahatan dan tindakan pelanggaran di dalam 

UHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secar 

tegas apaka.h perbuatan yang diancam decngan pidana it 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan/atau kejahatan. 

8. Behubungan adanya pembedaan antara tindakan kejahatan 

dan tindakan panggaran di dalam KUHP, rumu8an 

ketentuan pidana harus menyatakan secarea tegas apaka.h 

perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifkasikan 

sebagai pelanggaran dan/atau kejahatan 

Contoh ; 

BAB VJ 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 33 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentun Pasal ..., dipidana 

dengan dipidana kurungan paling lama dan/atau denda 

paling banyak Rp ......; 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud peda ayat (1) adalah 

pelanggaran 

C4. Ketentuen Peralihan (ika diperhukan) 

I. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap 

Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan 

Daerah baru mulal berlaku, agar Peraturan Daerah terscbut 

dapat berjalan lancar dan tidak menirnbulkan permasla ha 

hukum. 

2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab Kctcntuan Penutup. 

Ja dalam Peraturan Daera.h tidak diadakan pengelompokan 

bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan 

sebelum pasal yang meruat ketentuan penutup. 

3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, 

segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum 

Yang terjadi baik scbelum, pada saat, maupun sesudah 

Peraturan Daerah yang baru dinyataken ulai berlaku, 

tunduk pada Peraturan Daerah yang baru. 



4. Di dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat 

pengeturan yang memuat penyimpangan sementara bagi 

tindakan hukum den/atau hubungan hukun tertentu. 

5. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan 

yang diberlakusurutkan. 

6. Hindari frase mulai berlaku efektif pada tanggal dan/atau 

yang sejenisnya, karena frase ini mcnimbulkan kctakpastian 

mengenai saat resmi berlakunya suatu Perat~ran Daerah, 

saat Pengundangan dan/atau saat berlaku efektif. 

7. Penyimpangan terhadap saat mlai berlaku Peraturan 

Daerah hendaknya dinyatakan secara tegas dengan 

menetapkan bagian-bagian mana dalam Peratutan Daerah 

itu yang berbeda saat mulai berlakunya. 

Contoh; 

Pasal 45 

(1) Ketentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {I), 

ayat [2), ayat (3) dan ayat (4) mulei berlaku pada tanggal, 

8. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peratursn Dersh 

tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat 

pengundangannya. 

9. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan 

Daetah lebih swal daripada saat pengurdangannya (artinya, 

berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal scbagai berikut: 

1.ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidans, 

baik berat, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut 

diberlakustrut kan; 

2. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku srut it 

terhadap tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat 

hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam 

ketentuan peralihan; dan 

3. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya 

ditetapkan tidek lebih dahulu dari saat rancangan 

Peraturan Daerah tersebut mulai diketahti oleh 

masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Daerah 

itu disampaikan ke DPRD. 



• 

• 

10. Saat mulei berlaku Peraturan Daerah, pclaksanaannya tidak 

boleh ditetapkan lebih aswal daripada saat mulai berlaku 

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarinya. 

C.5. Ketentuan Penuturp 

I. Ketentuan penutuap diterpatkan dalam bab terakhir. Jika 

tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan penutup 

ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir. 

2. Pada umumnye ketentuan pemutup memuat ketentuan 

mengenai ; 

a. penunjukan organ dar/atau perlengkapan yang 

melaksanakan Perarturan Daerah; 

b. nama singkat; 

c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan 

d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah. 

3. Ketentuan penutap dapat memuat peraturan pelaksanaan 

yang bersifat ; 

a. menjalankan {eksekutin), misahnya, pentnjukan Pejabat 

tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, 

mengangkat Pegawai dan lain-Iain; dan 

b. mengatur [legislati), misalnya, memberikan kewenangan 

untuk membuat peratuman pelaksanaan 

4. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan 

perlnya penggentian seluruh dan/atau scbagian matcri 

Peraturan Daerah lama, di dalam Peraturan Daerah baru 

harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh 

dan/atau sabagian Peraturan Daerah lama. 

5. Rumusan pencabutan diaswali dengan frase "Pada saat 

Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali untuk pencabutan 

yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan 

tersendiri. 

6. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah 

hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi 

menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang 

dicabut. 

7. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan 

dan telah mulai bcrlaku, gunakan frase dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Con.toh_; 

Pala saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Nomnor •.. Tahun ...•. tentang .ors·, [Lembaran 

Daerah KABUPATEN KEPULAUAN ARU 'Tahun .•.. Nomor 

.... J dicabut dan dinyatakan tidak berlaktu. 

D. PENUT'UP 

1. Penutup merupakan bagian terakhir Peraturan Daerah dan memuat: 

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peratuaran 

Daerah dalam Lembaran Daerah; 

b. penandatanganan pengesahan dan/atau penetapan Peraturan 

Daerah; 

c. penguandangan Peraturan Daerah; den 

d. bagian penutup. 

2. Rurusan peritah pengundangan dan penerpatan Peraturan Daerah 

dalam 

Lembaran Daerah KABUPATEN KEPULAUAN ARU berbunyi sebagai 

berikut: 

Contoh ; 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerinta hkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabpaten Kepuauan Ar 

3. Penandatanganan pengesahan dan/ atau penetapan Peraturan Daerah 

mertuat: 

a. tempat den tanggal pengesaban dan/atau pcnctapan; 

b. nama jabatan; 

c. tanda tangan Pejabat; dan 

d. nama lengkap Pejabat yang menandatangani, tanpa gelar den 

pang.kat. 

4, Rumusan tempat dan tanggal pengesahan dan/atau pcnetapan 

diletakkan sebelah kan.an. 

5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada 

akhir nama jabatan diberi tanda baca kora. 
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Contoh untuk pecactapan_; 

Ditetapkan di Dobo 

pada tatggal 

BUPATT KEPULAUAN ARU, 

tan.da tangan 

JOHAN GONOA 

6, Pengundangah Pcraturan Dacrah memuat: 

a. tempat dan tanggal pengudang; 

b. nama dan jabatan yang berwenang mengundangkan; 

c. tanda tangan; dan 

d. nama pejabat lengkap yang berhak menandatangani, tanpa gelar 

dan pangkat. 

7, Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di 

scbelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan dan/atau 

penetapan). 

8, Nara jabatan dan nama pcjabat ditulis dengan huruf kapital. Pada 

akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. 

Contoh; 

Diundangkan di Dobo 

pada tanggal 

PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

tanda tangan 

MOHAMAD DJUMPA 

9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daera.h 

Kabupaten Kepulauan Aru beserta dan nomor dari Lembaran Dacra.h 

Kabupaten Kcpulauan Aru tcrscbut. 

10. Perulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Kepulau~n Ar ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital. 

Contoh; 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

TAHUN 2015 NOMOR .... 
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E. PENJELASAN 

• Sctiap Peraturan Daerah dapat diberi perjelasan, jika diperiukan. 

2. Naskah penjelasant disusun bersama-sama dengan penyusunan 

rancangan Peraturan Daerah. 

3. Judul penjelasan sama dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan. 

Contah 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR .•• TAHUN • 

TEN'TANG TEKNTK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 

4, Penjclasan Peraturan Dacrah mcmuat penjclasan urum dan 

penjelasan pasal demi pasal. 

Contoh 

I. UMUM 

II. PASAL DEMI PASAL 

5. Rincian penjeiasan umum dan penjelasan pasal demi pasa diawali 

dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital. 

6. Penjelasan umum uralan secara sistematis mengenai latar belakang 

pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Perauran Daerah yang 

telah tercantum sccara singkat dalam butir konsiderans serta asas­ 

asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang 

tubuh Peraturan Daerah. 

7, Dalam penyusunan penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan 

agar rurnusannya 

a. tidak bartentangan dengan materi pokok yang diatur delem batang 

tubuh; 

b. tidak memperlas atau menambah norma yang ada dalam batang 

tubuh; 

c. tidak melakukan pengulangan atas rateri pokok yang diatur dalam 

batang tubuh; dan 

d. tidak mengulangi raian kata, ist~la.h dan/atau pengertian yang 

tela.h dimuat di dalam ketentuan umum. 



F. LAMPIRAN (ika diperlukan) 
� �,�, ') 

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal terscbut har~is l 
+ ¢ ,  

dinyatakan dalam batang tubuh dan peryataan bahwa lampiran 

tcrsebut merupekan bagiant yang tidak terpisahkan dari Peraturn 

Daerah yang bersangkutan. Pads akhir lampiran harus dicantumkan 

nama dan tanda tangan pejahat yang mengesahkan/menetapkan 

Peraturan Daerah yang bersangkutan. 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

ttd 

JOHANGONGA 


